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ABSTRAK 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis 

dalam perekonomian Indonesia, namun menghadapi tantangan dalam aspek 

perpajakan, terutama terkait ketidaksesuaian klasifikasi usaha dan kebijakan 

insentif fiskal. Perbedaan batasan omzet antara ketentuan dalam Peraturan 

Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2021 dan PP No. 55 Tahun 2022 menimbulkan 

kerancuan hukum dan ketimpangan perlakuan pajak terhadap pelaku UMKM. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis koherensi kedua regulasi tersebut 

terhadap asas kepastian hukum dan keadilan, serta merumuskan konsep ideal 

sistem perpajakan bagi UMKM yang lebih adil dan kontekstual. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis koherensi antara Pasal 35 Peraturan Pemerintah 

(PP) No. 7 Tahun 2021 dan Pasal 57 PP No. 55 Tahun 2022 dalam kaitannya 

dengan asas kepastian hukum dan prinsip keadilan dalam konteks perpajakan 

bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Fokus utama terletak pada 

ketidaksesuaian klasifikasi usaha antara kebijakan insentif fiskal dan regulasi 

usaha, serta dampaknya terhadap keadilan fiskal dan perlindungan hukum bagi 

pelaku UMKM. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan 

analisis terhadap norma hukum positif, asas hukum, serta teori keadilan, 

khususnya pemikiran John Rawls. Hasil kajian menunjukkan adanya 

ketidakharmonisan antara dua peraturan tersebut, yang berpotensi melemahkan 

efektivitas hukum dan menciptakan ketidakpastian dalam sistem perpajakan. 

Penelitian ini mengusulkan konsep ideal perpajakan UMKM berbasis prinsip 

keadilan substantif, dengan struktur tarif yang mempertimbangkan margin 
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usaha, penyederhanaan administrasi, dan harmonisasi regulasi. Sebagai solusi, 

penelitian ini merumuskan konsep ideal perpajakan UMKM yang mencakup 

reformulasi tarif pajak berdasarkan margin usaha, integrasi sistem legalitas dan 

perpajakan, serta penyederhanaan prosedur administrasi. Harmonisasi antar-

regulasi dan koordinasi kelembagaan juga disoroti sebagai langkah penting 

untuk menciptakan sistem perpajakan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. 

Kata kunci: UMKM, kepastian hukum, keadilan pajak, PP No. 7 Tahun 2021, 

PP No. 55 Tahun 2022, teori keadilan Rawls 
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ABSTRACT 

Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM) play a strategic role in 

Indonesia’s economy but face significant challenges in taxation, particularly 

regarding inconsistencies in business classification and fiscal incentive policies. 

The differing turnover thresholds set out in Government Regulation (GR) No. 7 of 

2021 and (GR) No. 55 of 2022 have created legal ambiguity and unequal tax 

treatment for MSME actors. This study aims to analyze the coherence between 

Article 35 of GR No. 7 of 2021 and Article 57 of GR No. 55 of 2022 in relation to 

the principles of legal certainty and justice within the MSME taxation framework. 

The main focus is on the misalignment between fiscal incentive schemes and 

business classifications, as well as their implications for tax fairness and legal 

protection for UMKM. This research uses a normative juridical method, 

analyzing positive legal norms, legal principles, and theories of justice, 

particularly John Rawls’s concept of justice as fairness. The findings indicate a 

lack of harmonization between the two regulations, which weakens legal 

effectiveness and generates uncertainty in the taxation system. The study 

proposes an ideal taxation model for UMKM based on substantive justice, 

including a tax rate structure that considers profit margins, simplified 

administrative procedures, and regulatory harmonization. Additionally, 

regulatory alignment and institutional coordination are emphasized as crucial 

steps toward establishing an inclusive, fair, and sustainable tax system for 

UMKM.  

Keywords: UMKM, legal certainty, tax justice, GR No. 7/2021, GR No. 

55/2022, Rawls’s theory of justice 
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